WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka melaksanakan DPA SKPD Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021
(Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan) dan
untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu
dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2021 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, kegiatan pelaksanaan peningkatan
kesadaran hukum dan hak asasi manusia tingkat Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4868);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola
Penyuluhan Hukum;

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum;

Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-20
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2007);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2020 Nomor 103);

Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62124)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2016 Nomor 72011);

Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
62050);

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2021 Nomor 61001);

Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang
Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun
2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
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MEMUTUSKAN:

KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN
KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2021.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan
pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi pelajar dan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menciptakan lingkungan aman dan damai
di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Biaya kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta
Selatan dibebankan kepada APBD Provinsi DKI Jakarta
melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretaris Kota Kota
Administrasi Jakarta Selatan Nomor. 294/DPA/2021 tanggal
4 Januari 2021.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dan KEDUA kepada Plt.Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

/AADTT
95241992031002

1. Wakil Walikota Kota Administrasi elatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan




